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BUPATI SEKADAU
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 123 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

Menimbang ©oa. bahwa dalam rangka memupuk rasa disiplin dan
meningkatkan kewibawaan serta lebih mendorong semangat
kerja perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam -Negeri dan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009,
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 76 Tahun 2005
tentang Pakaian Kerja Pegawai ‘Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi,
sehingga periu diganti; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sekadau tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau:

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3041) sebagaimana’ telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); ‘
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor.4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 3176);

Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer
144),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman QOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Normor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Repubiik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis
Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tenfang Jenis
[*akaian Sipil,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaiarn Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor
53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negri
dan Pemerintiah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1995
tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran
Departemen Calam Negert,

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2005
tantang lLambang Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran
Daerah Kabupalen Sekadau Seri E Nomor 2 Tahun 2005);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8Tahun 2008
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
{Lembaran Daeralt Kabupaien Sekadau Tahun 2008 Nomor
8);
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MEMUTUSKAN
. _
Menetapkan : PERATURAM BUPATI SEKADAU TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SiPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Paszal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2 pemerintah Dasrah adalah Pamerintah Kabupaten Sekadau.
Bupali adalah Bupati Sekadau.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau.

Pakaian . Dinas  adalah pakaian  yang ditetapkan
penggunaannya oleh Bupati Sekadau dalam rangka
pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang berlaku bagi seluruh
pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sekadau.

5  Pakaian Dinas adalah paKaian seragam yang dipakai untuk
menunjukkan  identitas  Pegawal Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugas.

6. Pakaian Lainnya adalab Pakaian KORPRI, Pakaian Batik,
Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

7. Pegawai Megeri Sipil yang seianjutnya disebut Pegawai adalah
Pegawai Neger: Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten
Sexadau.

8. Camat adalah Pegawal Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.

9. t urah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.

L

10. Kepala Desa adalah orang yang dipilih masyarakat untuk
memimypin Desa.

11. Atribut adaiah tanda-tanda yang melengkapi pakaian .

12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang
dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan
sepa‘u beserta atributnya.

BAB Il
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2
(1)  Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
cn terdiri dari ;
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian sipil Harian disingkat PSH,;
. c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
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4. Pakaian Sipi! Lengkap disingkat PSL;

e. Pak-aian Dinas Lapangan disingakt PDL;

f Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
dan

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

(2) Model Pskaian Dinas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sekadau vebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Iar_npiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
fungsi untuk menunjukan identitas Pegawai dan dan sarana
pengawasan pegawali.

Bagian Kedua
Pakaian Binas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk
melaksanakan tugas senari-hari.

(2y POH terdiri dari
a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. Celana panjang warna khaki; dan

3. lkat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna
hitarmn.

b. PDH Wanita:

1. Baju lengan pendek, berfidah bahu, warna khaki;
2. Rok/Celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

¢. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3; Bagi Pegawai Eselon lll ke atas selasin memakai PDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dalam menjalankan tugas tertentu dapat
memakai PSH .

(4) B'agi Pegawai Eselon IV a ke bawah memakai PDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

PDH Camat dan Lurab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri
dari

a. PDH Camat Pria dan Lurzh Pria ;

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2, Cel:—:ma panjang warna khaki: dan

3. .Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki. sepatu warna hitam, tanda
jabatan dan tanda pangkat.
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h POH Camat dan Lurah Wanita :

1. Baj. lengan pendek, berlidah bahu, warna kkhaki;
2. Rok/Celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

¢ PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan  hamil menyesuaikan
sebagaimana tercanturn datam lampiran | Peraturan Bupati ini.

Ragian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

(1) PSH sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk
bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan dinas lainnya yang bersifat
umum.

(z2) PSHPua:

a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama,
b. Leher baju berdiri dan terbuka; i

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

d. Kancing lims buah.

(3) PSH Wanita:

a. Jas Jengan pendek dan Rok/celana panjang dengan warna yang
sama;

b. leher baju berdin dan terbuka,

c. Tiga saku, satu atas kirt dan ¢ua bawah kanan dan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk
menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan kegiatan
sidang di DPRD dan menerima tamu-tamu luar negeri.

{2) PSR Pria :

a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
b. Leher baju berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiti dan dua bawah kanan dan Kiri;

d. Kancing lima buah.

(3) PSR Wanita .

a. Jas iengan panjang dan Rok/celana panjang dengan warna yang
sama;

b. Leher baju berdirt dan terbuka;

¢. liga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

d. Kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
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Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada
upacara-upacara resmi kenegaraan, acara kegiatan sidang DPRD dan
pelantikan pejabat struktural.

PSL pria :

a. Jaswarra gelap;

b. Celana panjang dengan warna yang sama,
c. Kemeja dengan dasi.

PSL wanita

a. Jaswarna gelap,
b. Rok 15 cm di bawah hitut dengan warna yang sama, dan
c. Kemeja dengan dasi

PSL wanita herilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
akaian [Ginas Lapangarn
Pagal §
POL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam
menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
PDL Pria dan Wanita :
a. Bajulengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. Celana panjang semata kaki waina khaki; dan
c. Sepatu kulit warna hitam.

PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

PDL sebagéimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan
kondisi teknis operasional di lapangan.

Penyesuaian bentuk PDL atas kondisi teknis operasional hanya
dapat diberiakukan kepada para petugas/ tenaga teknis yang
melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis tertentu dan tidak
beriaku bagi pejabat struittural/ tenaga teknis administratif.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal i0

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai
dalam pelaksanaan upacara pelantikan Camat dan Lurah yang bersangkutan
dan upacara peringatan hari kemerdekaan.
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rPacal 11

PDU Camat dan Lurah secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri
dari :
a PDU Cameat dan Lurah Pria
1. Kemeia warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih
dengan kancing warna kuning emas,

2. Celaa panjang warna pulih; Gan
3 Kaos kaldi dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

b. PDU Camat dan Lurah Wanita :

1. Kemeja warna puth, dasi warmna hitam polos dan jas warna  putih
dengan kancing warna kuning emas;

2 Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut;

3. Sepatu fantovel warna hitam.

¢ PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan haril menyesuaikan.

BAB I
PAKAIAN LAINNYA

Bagian kesatu
Jenis Pakaian Lainnya

Pasal 12

Pakaian Lainnya lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau terdiri dari .

a. Pakaian KORPRI;

b,  Pakaian Batil ;

¢.  Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat
Pakaian LINMAS;

Pasal 13

Pakaian lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tetap
mempunyai  fungsi  untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai
sarzna pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pskaian KORPRI

Fasal 14

(1) P_akaian KORPR! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
dipakai untuk melaksanakan tugas harian, pada Tanggal 17 setfiap
bulan dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.

(2) Pakaian KORPR! terdiri cari .
a. Pakaian KORPRI Pria;
1. K;meja tengan panjang, dengan corak KORPR! yang telah
ditentukan;
2. Celana panjang warmna geiap ; dan
3. :k'tat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna
hitam.
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b. Pakaian KORPR! Wanita :
1. Baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah
ditentukan;
2. Rok/Celana panjang warna gefap ; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Sakaian Batik dan /atau tenun ikat dan / atau Kain Ciri Khas Daerah

{1

(2)

(1)

Pasal 15

Pakaian Baiik dan atau / tenun ikat dan atau / Kain ciri khas daerah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dipakai untuk
melaksanakan tugas harian, setiap hari Kamis dan Jum’at dan atau
pada wakiu-waktu yang ditentukan lainnya.

Pakaian Batik terdiri dari :
a. Pakaian Batik Pria .

1. Kemeja iengan panjang
2. Ceiana panjang warna gelap’; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna
hitam.
b. Pakalan Batik Wanita:
1. Baju lengan panjarg
2. Rok/Celana panjang warna gelap; dan
2. Sepatu pantovel warna hitam.
c. Untuk wanila berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Model Batik dan/ atau tenun ikat dan / atau Kain ciri khas daerah
disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi. estetika lingkungan kerja
serta bhudaya daerah.

Bagian Keripat :
Pakaian Seragam Perfindungan Masyarakat

Pasal 16

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢, dipakai
untuk mealaksanakan tugas harian setiap hari Senin dan atau pada
waktu-waktu yang ditentukan lainnya sesuai perintah pelaksanaan
lebih lanjut.

Pakaian LINMAS terdiri dari :
a. Pakaian LINMAS Pria:

1. Kemeja lengan pendek, dengaﬁ warna hijau ;

2. Celana panjang wama hijau ; dan

3. lkat pinggang nitonskulit, kaos kaki dan sepatu semua warna
nitam.

D. Pakaian LINMAS Wanita:

1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
2. Rok/Cclana panjang warna hijau ; dan
3 Sepatu pantovel warna hitam.

c. Untuk wanita berjilbabh dan hamil menyesuaikan.
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BAB IV
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
Tutup Kepaia,

Tanda Pangkat;

Tanda Jabatan;

Lencana KORPRE;

Tanda vasa,

Papan Nama;

Mama Pemerintah Kabupaten;
Lambang Daerah;

Tanda Pengernial;

j. Nama Satuan Kerja Perongkat Daeran;
k. Lambang dan tulisan LINMAS.

—T@ "o a0 U

Bagian Kedua
Tutup Keoala

Pasal 12

Tutup Kepaia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :

e.  Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam,
b Mutz terbuat dari bahan dasar icain warna khaki,

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
menunjukan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.

(2) ;’aqda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
an:

a. Tand_-a Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna
khaki danlogam, warna kiining emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna
dan locgam.

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
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Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢
dipalcai untuk menunjukkan jabatan selaku camat dan Lurah.

Tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar
fogam.

Tanda Jabafan selaku Camat dan:Lurah dipakai di dada sebelah
Kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasai 21

1 encana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 d dipakai pada
sernua jenis pakaian dinas yangd dipakai oleh pegawai negei sipil.

| encana KORPR} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dar
PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan
PDL terbuat dari bahan kain borcir warna kuning emas.

Lencana KORPRI dipakai di dada sebelan kiri.

3agian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan
atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan
negara. '

Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pita Tanda Jasa;

b. Bintang Tanda Jasa.

Tanda Jasa dar Birtang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas

saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda
Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

[Fasal 23

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 f menunjukkan
nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

Papan nama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdisi dari :

a. bahan dasar ebonit/piastik, warna hitam dengan tulisan warna putih
untt'k PSH, FDH dan P3U; dan

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk
PDL.
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Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Sekadau

Pasal 24

(1) Nama Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf g menunjukkan tempat kerja.

(2) Narna Pemerintah  Kabupaten Sekadau dipakai oleh semua Pegawai
Megeri Sipil dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau.

(3) Nama Pemerintah Kabupaien sekadsau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2
cm, di bawah lidah bahu . :

(4) Bahan dasar Nama Pemerintah ota berupa kain dengan jahitan bordir,
tertulis : * PEMERINTAH KABUPATEN SEXADAU ™.

Bagiar: Kesembilan
i ambang Daerah Kabupaten sekadau

Pazal 25

(1) Lambang Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf h menggambarkan landasan flosofis Kabupaten Sekadau dan
semanygat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sekadau.

(2) Lambang Daerah Kabupaten Sekadau dipakai oleh semua Pegawai Negeri
Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

(3) Lambany Daerah Kabupaten 3ekadau bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sekadau ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di

bawah lidah bahu dan berada di bawah nama Pemerintah Kabupaten
Sekadau.

(4) Bahan dasar i.ambang Daerah Kabupaten Sekadau berupa kain yang
digambar dan ditulis dengan jehitan bordir yang bentuk, warnanya sesuai
etentuan yang telah ditelapkan.

Bagian Kescpuluh
Tanda Pengenal

Fasal 26
(1) Tanda Pengenal Pegawai sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i
untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

(2) Tanda Pengenal Pegawal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

(3) quda Eengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pegawai negeri
EE)IIPD Rdlpasang pada kanlongisaku baju sebelah kiri dibawah lencana
PRI

(#) Tanda Pengenal dibual dan dikeluarkan oleh masing-masing satuan kerja
perangkat daerah untuk kepentingan keseragaman dan legalitas formalnya.
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Fasal 27

1) Tanda Pengenal Pegawai sebagairnana dimaksud dalam pasal 26
terbuat dari bahan dasar plastix atau sejenisnya. :

{23 Bentuk Tanda Pengenal yaitu empat persegi panjang dengan bahan
dasar K(ertas sebagai dasar tulisan tanda pengena! dan pas foto berwarna
dengan ukuran panjang 8, ¢m dan lebar 4,5 cm.

Pasai 28

Tanda Pengenal sehagaimana dimaksud dalaim Pasal 26 terdiri dari :
(1) Bagian depan:
a) Fc.o pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;

b) Lambang Daerah:

c) Tulizan : Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Sekadau/
Pejabat Fungsional Khusus Perncrintah Kabupaten Sekadau /
Pejabat Fungsional Umum Pemerintah Kabupaten Sekadau.

d) Kolom warna sesuai dengan jenis iabatan

e) Nama Lengkap PNS.

(2) Bagian Beiakang :

a) Nama Pegawai,

b) Nomor Induk Pegawai (NIP),

¢) Nama Jabatan;

¢) Golongan Darabh;

) Tanggal dikeluarkan;

f)  Pejabat yang mengeiuarkan; )

g) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan, dari
y Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan

i} Nomor Tanda Pengenal.

Pasa! 29

Jabatan dan nama penandatangzn tanda pengenal adalah Sekretaris
Daerah atas narma Bupati Sekadau untuk Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan PMS di lingkungan Pemerintah kabupaten
Sekadau;

Pasal 3C
(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari -
a. warna merah uniuk pejabat eselon I
b. warna biru untuk pejabat eselon 11,
warna hijau untuk pejabat eselon IV;
warna kuning untuk pejabat eselon V;
warna orsinge untuk pegawai non eselon;
warna abu-abu untuk pegawai/pgjabat fungsional khusus.

— o ac
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(4)

(3)
{4)
(9)
(6

Bagian Kesenelas
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 31

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf j, menunjukkan instansi tempat kerja dalam lingkungan
Femerintah Kabupaten sekadau.

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai oleh semua Pegawai Negeri
Sipil delam lingkungan Pemerintah Daerah.

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan
2 cm, di bawzh lidah bahu .

Banan dasar Nama Saluan Kerja Perangkat Daerah berupa kain dengan
jahitan bordir . '

Bagian Keduabelas
Lambang dan Tulisan LINMAS

Pasal 32

Lambang dar tulisan * LIMMAS"sebagaimana dimaksud Pasal 17
huruf  k, merupakan tanda perlindungan masyarakat yang
menunjukkar identitas pagawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten sekadau sesuai ketentuan yang berlaku.

t ambang dan tulisan LINMAS hanya digunakan pada Pakaian
Seragam LINMAS.

Bahan dasar lambang LINMAS berupa kain yang digambar dan ditulis
gengan jahitan bordir, yang ventuk dan warnanya sesual dengan
ketentuan.

Bahan dasar tulisan LINMAS adalah berupa kain berwarna kuning
der:gan jahitan bordir berwarna hitam.

BAB V

PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 33

Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama
Pemerintah Kabupaten Sekadau, lambang daerah Kabupaten Sekadau,
nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, lencana Korpri, papan nama dan
tanda pengenal.

Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten
Sekadau dan lambang daerah Kabupaten Sekadau, nama Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci
atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

Atrinut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
Atribut PSR hanya papan nama.
Atribut PSL hanya iencana korpn.

Atribut PDL. dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan
Larmbang Daerah Kabupten Sekadau, nama SKPD, Lencana Korpri,
papan nama dan tanda pengenal.

13



(8)
(9)

(10}

(1)

(4)

(3)

Atribut PDU Camat dar: Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi
upacars, tanda jobaten, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Atribut Pukaian KORPRI terdii atas: papan nara, lencana korpri, peci
dan tanda pengenal.

Atribut Pakaian Batik terdiri atas® papan nama, lencana korpri dan tanda
pengenal.

Atribut Pakaian Seragam LINMAS terdiri atas: nama Pemerintah
Kabupaten Sekadau, lambang daerah Kabupaten Sekadau, nama
Satuan Kerja Perangkat Diaerah, lencana Korpri, papan nama, tanda
pengenal dan Tulisan LINMAS.

BARB VI
KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 34

Pengadaan Pakaian Dinas dalarn lingkungan Pemerintah Daerah
harus mengikuti kelentuan yang berlaku di bidang pengadaan
barang dan jasa pem.erintah.

Pengadaan Pakaian Dinas daiam lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan uleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengadaan harus disesuaikan dengan penetapan penggunaan
Pakaian Dinas sebagairnana tercantum dalam lampiran Il Peraturan
Bupati mi.

Pengadaan Pakaian Dinas di luar avat (1), (2), (3) tetap mengacu
pada peraturan ini.

BAB Vil
SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dalam
lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan oleh masing-
masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Fembinaan dzn pengawasan oleh masing-masing Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah meiiputi : penetapan penggunaan pakaian
yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang
dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring,
pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. '

Untuk menjamin penegakkan kedisiplinan secara menyeluruh dalam
hal penggunaan Pakaian Dinas, upaya pengawasan dapat dilakukan
secara fertentu oleh : Inspektorat Daerah, Kantor Kepegawaian,
Pendidikan dan pclatihan, Bagian Organisasi dan Satuan Polisi
Pamong Praja.

EJpaya pengawasan secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) meliputi : pencatatan dan pelaporan atas pelanggaran ketentuan

yang disampatkan kepada Kepala SKPD yang ditembuskan kepada
Sekretaris Daerah.
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Kepala SKPLD selanjutnya wajib menindaklanjuti laporan yang diterima
dan segala bentuk langksh atau tindakan yang diambil berkenaan
dengan hal tersebut haris tertuang dalam laporan yang disampaikan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB Wil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasat 36

Fenggunaan pakaian pada waktu — wakty tertentu disesuaikan dengan
kondisi dan aranan lebili lanjut yang hersifat operasional.

Waktu dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Il
Peraturan ini.

Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang
tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau
Nornor 76 Tahun 2005 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Diletapkan di  Sekadau
pada tanggal 1] Januari 2010

BUPATI SEKADALU,
TTD

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal 11 Januari 2010

SEKRETHRIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

o

———

AWANG ASNAWI

_BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2610 NOMOR 03

t
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A. PAKAIAN DINAS

LAMPIRAN | :

PERATURAN BUPATI
NOMOR  : »3 TAHUN 2010
TANGGAL : || .j¢vuavi 2010

MODEL PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Keterangan :

Lidah bahu.
Nama SKPD.

Papan nama.
Saku baju.
Ikat pinggang
Saku depan.
Krah baju.

SQ@ e a0 Ty

Kancing baju.

Tanda pengenal.

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang daerah Kabupaten
Lencana Korpri.

Sambungan baju.

Lengan panjang.

Saku belakang.



PDH WANITA :
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Keterangan :

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang Daerah Kabupaten

Nama SKPD.
Papan nama.

Kancing baju.
Krah baju.
Lencana Korpri.

Too oD

e s (0 B

Tanda pengenal.
Saku baju.
Celana Panjang



PDH WANITA BERJILBAB :

ir

Keterangan :

a. Nama SKPD. g. Nama Pemerintah Kabupaten
b. Papan nama. h. Lambang Daerah Kabupaten
c. .Kancing baju. i.  Tanda pengenal.

d. Jilbab/ Kerudung J- Saku baju.

e. Krah baju. k. Celana Panjang

f. LLencana Korpri.




PDH WANITA HAMIL :

Cepan
e
J
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d / b \ Dapan
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Keterangan :

Nama SKPD.
Papan nama.
Kancing baju.
Flui Depan
Krah rebah.
Lencana Korpri.

~0Oo0 T

7\"'— il o (@

Belakang

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang Daerah Kabupaten
Tanda pengenal.

Flui belakang.

Celana Panjang
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PSH PRIA:
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Keterangan ;

Krah Berdiri.
Lencana Korpri.

coop

Tanda pengenal.

Saku baju depan.

Miom—
e
R

e. Saku bawah dengan tutup.
Kancing.
g. Papannama.

—h
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PSH WANITA -

Keterangan :

Krah Berdiri.
Lencana Korpri.
Saku baju depan.
Tanda pengenal.

coop

R}

e.
f.

g.

Saku bawah dengan tutup.
Kancing
Papan nama.



PSH WANITA BERJILBAB

Keterangan :

a. Krah Berdiri.

b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.
d. Tanda pengenal.

e.
f.

g.

Saku bawah dengan tutup.
Kancing
Papan nama.



PSH WANITA HAMIL

Keterangan :

a. Krah Berdiri. e. Kancing

b. Lencana Korpri. f.  Papan nama.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.




PSR

PSR PRIA:

e

Keterangan :

Saku bawah dengan tutup.
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PSR WANITA .

Keterangan :

a. Krah rebah.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas .

d. Tanda pengenal.

©

Saku bawah dengan tutup.

Kancing
Papan nama.
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PSR WANITA BERJILBAB :

Keterangan :

a. Krah rebah.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas .

d. Tanda pengenal.

e.

f.

g.

Kancing .
Saku bawah dengan tutup.
Papan nama.

11



PSR WANITA HAMIL :

Keterangan :

a. Krah rebah.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas .

d. Tanda pengenal.

€.

f.

Kancing .
Papan nama.

12
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PSL

PSL PRIA:

Keterangan :

000D

Kemeja Warna Putih.
Dasi.

Lengan Panjang .
Saku Atas Jas.

e.

f.

g.

Belakang

Saku bawah Jas dengan tutup .
Kancing.
Lambang KORPRI
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PSL WANITA

Keterangan :

Saku bawah Jas dengan tutup .
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PSL WANITA BERJILBAB :

Keterangan .

Kemeja Warna Putih.
Dasi.

Lengan Panjang .
Saku Atas Jas.

0o o

e.
f.

Saku bawah Jas dengan tutup .

Kancing.

15
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PSL WANITA HAMIL :

Keterangan :

opow

Kemeja Warna Putih.
Dasl.

Lengan Panjang .
Kaneing.
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5. PDL

PDL PRIA :

Keterangan :

Lidah bahu.
Nama SKPD.
Kancing baju.
Papan nama.
Saku baju.

Saku depan.
Krah baju.

Qe Q0 oD

lkat Pinggang.

Sg3—wT

Lencana Korpri.

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang daerah Kabupaten
Tanda pengenal.

Sambungan baju.

Saku belakang. -
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PDL WANITA

Keterangan :

a. Lidah bahu.
b. Nama SKPD.
¢. Kancing baju.
d. Papan nama.
e. Saku baju.

T

Krah rebah.

Lencana Korpri.

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang daerah Kabupaten.
Tanda pengenal.

18



6. PDH CAMAT DAN LURAH

PDH CAMAT DAN LURAH PRIA -

Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Kancing baju.

c. Papan nama.

d. Tanda Jabatan.

e. lkat Pinggang.

f. Saku depan.

g Krah baju.

h. Lencana Korpri.

R —

>

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang daerah Kabupaten
Tanda pengenal.

Sambungan bahu.

Lengan Panjang.

Saku belakang.
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PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.
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Keterangan :

Tanda Pangkat .
Papan nama.
Tanda Jabatan.
Kancing baju.
Krah baju.

®aoo®

X o oa ™

Lencana Korpri.

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang daerah Kabupaten
Tanda pengenal.

Saku depan.

Celana panjang.
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PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.
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Keterangan :

Tanda Pangkat .
Papan nama.
Tanda Jabatan.
Kancing baju.
Jilbab/ Kerudung
Krah rebah .

Lencana Korpri.

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang daerah Kabupaten
Tanda pengenal.

Saku depan.

Celana panjang.
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PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.

Keterangan :

Tanda Pangkat.
Papan nama.
Tanda Jabatan.
Kancing baju.
Flui Depan
Krah rebah.

~@Po0Tp

Belakang

Lencana Korpri.

Nama Pemerintah Kabupaten
Lambang Daerah Kabupaten
Tanda pengenai.

Flui belakang.

Celana Panjang.
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7. PDU CAMAT DAN LURAH

PDU PRIA CAMAT DAN LURAH PRIA :
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Keterangan :

Lambang Daerah Kabupaten
Topi Warna Hitam.

Tanda Pangkat Upacara.
Dasi.

Papan nama.

Saku Atas Tertutup.

Tanda Jabatan

Jas Warna Putih

Kancing Garuda Emas

mT@meag o

avopg— AT

Saku Bawah Tertutup
Celana Panjang Putih.
Sepatu Hitam

Kemeja Putih.
Lencana Korpri.
Tanda Jasa.

Belahan jahitan.
Belahan Jas belakang.
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PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.
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Keterangan :

a. Lambang Daerah Kabupaten i Rok 15 cm dibawah lutut.
b. Topi Warna Hitam. kK. Sepatu hitam.

c. Tanda Pangkat Upacara. L. Kemeja Putih.

d. Dasi. m. Lencana Korpri.

e. Papan nama. n. Tanda Jasa.

f. Tanda Jabatan. 0. Saku atas tertutup.

g. Kancing Garuda Emas p. Jas Warna Putih.

h. Saku depan tertutup

1.

Flui satu rempel.
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B.

Pakaian KORPRI

1.

Lambang KORPRI

e T A TR S A TR 4 AT |
o SR TR
-~ ate TS, -
® . .

2NN T R

Y E
\\\.u‘ruil_a.ﬂlifll.lirn.n.

B e

Papan Nama
Motit kain
standar KORPRI

rulbab atau hamil dapat menvesuaikan.

: Pakaian Wanita be

Keterangan
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2. Pakaian Batik

e T e L e
AR e s
e g o s i e,

s

a. Papan Nama
b. Lambang KORPRI
c. Tanda Pengenal

Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan,



3. Pakaian LINMAS

KET :
a. Monogram Pertahanan Sipil/ LINMAS f. Tanda Pengenal
b. Lambang KORPRI g. Papan Nama
c. Tulisan LINMAS h. Lambang Departemen Dalam Negeri

d. Nama Pemerintah Kabupaten
e. Lambang LINMAS

Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan,

BUPAT] SEKADAU
TTD

SIMON PETRUS
Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal {{ Januari 2079

SEKRE IS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

e d .—H
AWANG ASNAW|
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI

NOMOR
TANGGAL

O3 TAHUN 2010
[l JANUARI 2010

* 1. ATRIBUT PAKAIAN KERJA

A. TUTUP KEPALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SEKADAU

1) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMPAK DARI DEPAN -—mmmmemememee

[

»» Bahan dasar warna khaki

Mutz Peqawai Negeri Sipil Gol [Va ke atas dari samping.

Lambang Daerah Kabupaten

i Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol Il dari samping.

—» Lambang Daerah Kabupaten

:{J H\\

F‘"——-%

AN )

PBisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol ll dari samping.

— Lambang Daerah Kabupaten

i Pisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

28




Mutz PFegawai Negeri Sipil Gol | gari samping.

t —p Lambang Daerah Kabupaten

S
BN J

.___Biscan warna perunggu ukuran 0,50 cm

/

2) KOPIAH.

DARI DEPAN DARI SAMPING

Keterangan ; Bahan dasar kain warna hitam polos.

3) TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH.

Pembuatan Lambang Daerah Kabupaten .

Bahan dasar lcgam warna perak.

—)Fw Lambang Garuda.
/

Kain hitam :
Jari-iari Vertikal 3,75 cm
Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

ST — el 3_._,,-;)7’ \
N Kaen, M \ oo e
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Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Garuda.
c¢. Padi dan kapas dibordir.
d. Pita emas.

CAMAT

KUNING EMAS I 1,75 CM

B. TANDA PANGKAT.
1) CAMAT.

a. Harian.

\j

>

LURAH /KADES

PERAK

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

ﬁjscm
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. b. Upacara.

/ \f -—# Bahan dasar kain warna biru tua

@fﬂ Bahan dasar logarn warna kuning emas
-14’ l

/ —*  Bahan dasar logam warna perak
i

| |

2y LURAH/MBADES.

a. Hanon.

Bahan dasar iogam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warra biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

3i



C.

D.

TANDA JABATAN.

1) CAMAT.

BENTUK BULAT

2) LURAH/KADES.

LENCANA.

1) KORPRI

BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jarijari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45
jari-jari warna perak.

Lambang Garuda.

Bahan dasar lingkaran dalam logam
warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

Lingkaran dafam (jari-jar) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jmi sinar 45
jari-jari warna kuning emas.

Lambang Garuda.

Bahan dasar lingkaran dalam logam
warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm




E

warna putih

W

F

1

PAPAN NMAMA

Tulisan

Dasar

arna hitam

8 CM

NAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN NAMA SKPD .

PEWERINTAH 1
KABUPATEN SEKADAY | | V%V

. ——

}

- e

e —

' !;%EKRETAR IAY DAER-@H 1,5 CM

3
-t ¥

6 CM

JENSUENY ———
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G. LAMBANG DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

i

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa
selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri, setia dan taat
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad

urtuk mempertahankan

kejayaan serta mengisi kemerdekaan

dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai
masyarakat adil dan makmur.

h 4

WARNA

Dasar Logo : Biru tua
Kapas : Putih

Daun Kapas : Hijau

Butir padi dan daun : Kuning emas
Pita : Kuning emas
Tulisan : Putih

Kapas dan daun 17 buah.
Butir padi 45 buah.
Gerumbulan daun 27 buah.

Akar gantung beringin.

Daun padi 7 buah.

Akar beringin 5 cabang.
Tulisan DEPARTEMEN DALAM NEGERI

ARTIWARNA :

Putih . Suci

Biru Tua : Kesetiaan

Kuning emas : Kejayaan

Hijau : Kemakmuran/
Kesuburan.

H. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.




%

I TANDA PENGENAL.

Tulisan herwarna hitam didalam kolem :

1. PEJABAT STRUKTURAL, bagi seluruh Pejubat Strukiural
2. PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS, bagi seluruzh Pejabat Fungsional Khusus
3. PEGAWAI NEGERI SIPIL, bagi seluruh Jfabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis maupun administratif

[ =
DEPAN BELAKANG
b l _
1 No, TP
Tyl Mekedusnkan
Nama
NI
»— ' Jibnlan
I Gul. Darnh

Photo

Alamat Ruinith

L BUPATT SERADAU

Ketentuan warna dasar kolom :

Warna dasar HIJAU untuk Pejabat Eselon il.
Warna dasar KUNING untuk Pejabat Eselon il
Warna dasar BIRU untuk Fejabat Eselon IV,
Warna dasar BIRU MUDA untuk Pejabat Eselon V.
Warna dasar PUTIH untuk Jabatan Fungsional
UmumiTenaga administratif maupun teknis.
Warna dasar MERAH untuk Jabatan Fungsional
Khusus — yang memiliki Angka Kredit

mphLNs

o

Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal \t Januari 2010

SEKREJARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

-

AWANG ASNAWI

FKRE TARIS DALRAIL,
Ixd i
C AP lmimas :
Pangkal 1
\ NIP. i
—-NAMA—— | ;
Y i
— B _ i
4.5 CM

BUPAT! SEKADAU

11D

SIMON PETRUS




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPAT!I
NOMOR » D2 TAHUN 20610
TANGGAL : 11 Janeari 2010

A. JADUAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Py |

NG JENIS PAKAJAN DINAS KETENTUAN PENGGUNAAN : KET
senin i
1 { LINMAS :
|
2 | PDH Warna Khaki Selasa dan Rabu i
; ;
3 | BATIK | Kamis Batik Ciri Khas Daerah |
Jum'at Batik Nasional '
4 | PSL Setiap Tanggal 17, HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional :
|
9 | PSL dan/atau PSR Pada Acara Resmi i Sesuai ketentuan acara
, |
6 | PDH Camat dan Lurak Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari ;
—_— i ea s - —— - - - i —_——
7 | PDU Camat dan Lurah Dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara
hari-hari besar lainnya.
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B. KETENTUAN PENGACAAN PAKAIAN DINAS BERDASARKAN JABATAN DAN ESELON

{»

Umum/ Tenaga Teknis
Operasional

N NAMA JABATAN/ PAKAIAN DINAS PAKAIAN LAINNYA
0. BATA Pk. Pk. Pk. Tng
ESELON . PDH | PSH | psL (PSR | poL | ppu | KOP | Pk 1) iNMA | Ptg. | Pengajar | KETERANGAN
n Batik S Loket Guru
1 | Sekretaris Daerah N N N N . - N, N J - -
2 | Eselon I N N N N] N - J J 3 - N
. 3| Eselon lll N N N J - - N N J . -
i 4] Camat ; v - J J N N ) - _
57 Lurah v - N - v N \ v v - - _
6 | Eselon IV v . . N - v N v - - PDL Standar
7 | Jabatan Fungsional v - - - N - N V N - - POL Standar
Khusus
8 | Jabatan Fungsional V - - - . - N N v - -
Umum’ Tenaga Teknis
Administrastif
9 | Jabatan Fungsional N - - - N - N N N - - PDL Standar




C. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN PAKAIAN DIN

r=e

—— S

N T S

. CA S © A
NO. NAMA JABATAN / ESELON | HAR! KERJA DAN JENIS FAKAIAN DINAS XETERANGAN
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
1 |[ESELON Il Pakaian LINMAS PSH/IPDH PSH/PDH | Pakaian Batik Pakaian Batik -
2 | ESELON I Pakafan LINMAS PSHIPDH PSHIPDH Pakalan Batik | Pakaian Batik
3 | ESELONIV Pakaian LINMAS PDH PDH Pakaian Batik Pakaian Batik- -
4 | ESELON V Pakaian LINMAS PDH ~ PDH Pakaian Bafik | Pakaian Balik -
5 | Carat rakaian LINMAS POH PDH Pakaian Batik | Pakaian Batik Dengan Tanda Pangkat daii
Tanda Jabatan
6 | Lurah Pakaian LINMAS PDH PDH Pakaian Batik Pakaian Batik - Dengan Tanda Pangkat dan
Tanda Jabalan
7 | Jabatan Fungsional Umum/ tenaga Pakaian LINMAS PDH POH Pakaian Batik | Pakaian Balik
administratif dan teknis 1

Di Undangkan di Sekadau

Pada tanggal {1 Januari 2010

SEKRET,

AWANG ASNAWI

IS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

S —————




